
 

 
 
 
 
 

BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

 
NOMOR 21 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KOTABARU, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan 

dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 
dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan 

perubahan APBD tahun anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
 



 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 



 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 874); 
 
 

 



 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 06); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2017 Nomor 6); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

dan 
BUPATI KOTABARU 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH TAHUN  ANGGARAN  

2017. 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6), diubah 
sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula 
berjumlah Rp.1.865.088.855.508,81 bertambah sejumlah Rp.95.871.137.477,20 

sehingga menjadi  Rp.1.960.959.992.986,01 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp. 1.771.088.855.508,81 

b. Berkurang Rp. (63.010.269.070,76) 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.708.078.586.438,05 

 
2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp. 1.849.088.855.508,81 

b. Bertambah Rp. 95.871.137.477,20 

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 1.944.959.992.986,01 

  Surplus /(Defisit) setelah Perubahan Rp. (236.881.406.547,96) 
 
 

 
 



 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

1) Semula Rp. 94.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 158.881.406.547,96 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah  Rp. 252.881.406.547,96 

setelah Perubahan  

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

1) Semula Rp. 16.000.000.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah  Rp. 16.000.000.000,00 

setelah Perubahan  

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 236.881.406.547,96 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Rp. 0,00 

Perubahan (SILPA)  
 

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula Rp. 160.549.809.241,81 
2) Berkurang Rp. (25.029.999.998,75) 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp. 135.519.809.243,06 
Perubahan 

b. Dana Perimbangan 
1) Semula Rp.1.467.695.945.072,00 
2) Berkurang Rp. (128.976.438.150,36) 

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.338.719.506.921,64 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

1) Semula Rp. 142.843.101.195,00 
2) Bertambah Rp. 90.996.169.078,35 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  Rp. 233.839.270.273,35 

setelah Perubahan  

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Pajak Daerah 
1) Semula Rp. 48.167.233.090,81 

2) Berkurang Rp. (2.029.999.998,75) 
 Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 46.137.233.092,06 

b. Hasil Retribusi Daerah  

1) Semula Rp. 7.679.087.560,00 
2) Berkurang Rp. (142.777.500,00) 

 Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 7.536.310.060,00 

c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1) Semula Rp. 9.558.887.645,00 

2) Bertambah Rp. 142.777.500,00 
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  Rp. 9.701.665.145,00 

setelah Perubahan  

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
1) Semula Rp. 95.144.600.946,00 

2) Berkurang Rp. (23.000.000.000,00) 
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang  Rp. 72.144.600.946,00 
 Sah Setelah Perubahan 

 



 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 
1) Semula Rp. 495.032.227.399,00 
2) Berkurang Rp. (89.268.217.477,36) 

 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp. 405.764.009.921,64 
 Pajak setelah Perubahan 

b. Dana Alokasi Umum 
1) Semula Rp. 653.564.165.958,00 
2) Berkurang Rp. (56.356.214.958,00) 

 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 597.207.951.000,00 

c.  Dana Alokasi Khusus 
1) Semula Rp. 158.784.681.715,00 

2) Bertambah Rp. 16.647.994.285,00 
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 175.432.676.000,00 

d. Dana Desa (DD) 
1) Semula Rp. 152.814.870.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp. 152.814.870.000,00 

e. Dana Insentif Daerah (DID) 
1) Semula Rp. 7.500.000.000,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 
 Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Hibah 

1) Semula Rp. 26.843.101.195,00 
2) Bertambah Rp.  44.012.200.000,00 

 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 70.855.301.195,00 

b. Dana Darurat 
1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 
 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00 

c.  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

1) Semula Rp. 116.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 46.983.969.078,35 

 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  Rp. 162.983.969.078,35 
setelah Perubahan  

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  Rp. 0,00 
setelah Perubahan  

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau  Rp. 0,00 

dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan  
 

 
 
 

 
 

 



 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Semula Rp. 830.256.412.927,81 

2) Bertambah Rp. 10.926.999.898,20 
 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp. 841.183.412.826,01 

Perubahan 

b. Belanja Langsung 
1) Semula Rp. 1.018.832.442.581,00 

2) Bertambah Rp. 84.944.137.579,00 
 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.103.776.580.160,00 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah 
1) Semula Rp. 536.899.997.309,81 
2) Bertambah Rp. 8.351.484.898,20 

 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 545.251.482.208,01 

b. Belanja Bunga 
1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 
 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00 

c. Belanja Subsidi 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00 

d. Belanja Hibah 

1) Semula Rp. 14.274.287.900,00 
2) Bertambah Rp. 2.575.515.000,00 

 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 16.849.802.900,00 

e. Belanja Bantuan Sosial 
1) Semula Rp. 2.900.000.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp. 2.900.000.000,00 
Perubahan 

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 
1) Semula Rp. 5.350.000.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Rp. 5.350.000.000,00 
 Desa setelah Perubahan 

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa 
1) Semula Rp. 268.832.127.718,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada  Rp. 268.832.127.718,00 
Pemerintahan Desa setelah Perubahan  

h. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00 

 

 

 



 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 
1) Semula Rp. 114.590.172.000,00 
2) Bertambah Rp. 8.829.666.900,00 

 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 123.419.838.900,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula Rp. 460.737.139.644,00 
2) Bertambah Rp. 84.102.990.225,00 

 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp. 544.840.129.869,00 

Perubahan 

c. Belanja Modal 
1) Semula Rp. 443.505.130.937,00 

2) Berkurang Rp. (7.988.519.546,00) 
 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 435.516.611.391,00 

 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3  terdiri 
dari: 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 94.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 158.881.406.547,96 

 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 252.881.406.547,96 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 16.000.000.000,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 
 Jumlah Pengeluaran Perubahan Rp. 16.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA) 
1) Semula Rp. 92.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 158.881.406.547,96 

 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya  Rp. 250.881.406.547,96 
setelah Perubahan  

b. Pencairan Dana Cadangan 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Rp. 0,00 
Perubahan 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang  Rp. 0,00 
 Dipisahkan setelah Perubahan  

d. Penerimaan Pinjaman Daerah 

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Rp. 0,00 
Perubahan 

 

 

 



 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
1) Semula Rp. 2.000.000.000,00 

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 
 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 2.000.000.000,00 
 setelah Perubahan 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 

 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00 
 Setelah Perubahan 

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

1) Semula Rp. 14.000.000.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp. 14.000.000.000,00 
 Daerah setelah Perubahan 

c. Pembayaran Pokok Utang 

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah Rp. 0,00 

 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Rp. 0,00 

Perubahan 

d. Pemberian Pinjaman Daerah 

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00 
2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Rp. 2.000.000.000,00 

Perubahan 
 

Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan 
Pemerintahan; 

4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

8. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 
dengan peraturan dareah; 

9. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

10. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

 
 

 
 



 




